BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan

bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan,
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,;

b. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Menimbang . a.

Tahun Anggaran 2023 telah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan dan telah diserahkan Hasil Pemeriksaannya kepada
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Nomor
49.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 Tanggal 28 Mei 2024;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease-2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3455), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
virus Disease-2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapatn Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor
31);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 51 Tahun
2023, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Dan
BUPATI TANA TORAJA
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat
persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.
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BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 2
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran,;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional,;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan.... Rp1.150.998.385.487,56
b. Belanja.......... Rp1.120.371.567.936,58
Surplas/IDEBSHY. . o anesosvrecassvvmavsnisavonessdis Rp30.626.817.550,98

c. Pembiayaan

e Penerimaan. Rpl117.785.304.077,44
e Pengeluaran Rp0,00

Pembiayaan Netto.....ccccccueerienriannnnnane Rpl117.785.304.077,44

(& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp2.287.512.571,44 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan....... Rp1.153.285.898.059,00
b. RealiSasi............cuviummsennenns Rp1.150.998.385.487
Selisih Lebih.......ccc.cceueee. Rp2.287.512.571,44

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp147.591.630.220,42 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja .............. Rp1.267.963.198.157,00
B, ReAHSARL...... 0000 c0e0srssssives Rp1.120.371.567.936,58
Selisih Lebih.......cccoceenees Rp147.591.630.220,42

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah
(Rp84.050.482.547,02) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit).................. (Rp114.677.300.098,00)
D. REBNSASL . csssvsisrcnsreiionensinaea —Rp30.626.817.550,98
Selisih Lebih................ (Rp84.050.482.547,02)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp3.108.003.979,44) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan............ccceeeuveennn. Rp114.677.300.098,00
D. Renl8asl. ... uunisisssnsinsss Rpl117.785.304.077,44
Selisih Kurang................ (Rp3.108.008.979,44)

5. Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan

rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan........c.ccceeeunernnnnns Rp0,00
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6. Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto dengan rincian

sebagai berikut :
a. Anggaran Pembiayaan
Netto..ccciviiinisnnnsnsisicrsisassancnns Rp114.677.300.098,00
b. RealiSasi.....cccoiiiiiiiiniiiinniiien, Rpl117.785.304.077,44
Selisih cooceviiiiiiiiiiinienes (Rp3.108.003.979,44)

Pasal 5
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal layat(l) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal...... Rp119.891.407.505,39

b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan Tahun Rpl17.785.304.077,44

SEliSiN.veeeeenreeereerresreennnn, Rp2.106.103.427,95

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
ESILEPA) s isuscitisiaibitossncinsnceisonnsivinos Rp148.412.121.628,42

d. Saldo Anggaran Lebih

V20 011 Rpl148.412.121.628,42

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai

berikut:

a: -Jumlah ASetL...cvsuvarsarsvevsaniviss Rp3.621.140.460.185,82

b. Jumlah Kewajiban.................... RpS52.217.344.459,33

c. Jumlah Ekuitas Dana ............... Rp3.568.923.115.726,48
Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

2023 sebagai berikut:
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a. Pendapatan-LO Rpl.044.118.406.997,09

b. Beban............. Rp958.980.609.612.07
Surplus dari Operasi- LO.................. Rp85.137.797.385,02
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

sebagai berikut:
a. Saldo Awal Kas ....ccceveiiviiiiiiincnniciininnns Rp120.006.083.139,39
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi........... Rp219.427.219.921,98
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi......... (Rp188.800.402.371,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan...... Rp0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris....... (Rp36.649.152,00)
£ Saldo ARNBIr KAaS .icaisissinpsssinivessos Rp150.606.796.499,40
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023 sebagai berikut:

g EREUES AWAL .ot Rp3.483.684.407.511,68

b. Surplus/Defisit - LO ........................ Rp85.823.563.675,02

c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar......... (Rp584.855.460,22)

i RS R o Rp3.568.923.115.726,48

Pasal 10
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
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Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.

PR om0 &0 ©

Lampiran I

Lampiran I.1.

Lampiran 1.2.

Lampiran 1.3.

Laporan Realisasi Anggaran

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran
menururt urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan,;

Rincian APBD Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan,;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan,;
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0. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XV] . Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran Xvill : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX . Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam  tahun
anggaran berikutnya.
Lampiran XX . Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perubahan Daerah :
t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba
/rugi Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.
Pasal 12

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) yaitu:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX Peraturan

Daerah ini; dan
b. Ikhtisar laporan keuangan badan  usaha milik

daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXI

Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Dacrah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
da tanggal 25 Juli 2024
GGI:JPATI TANA TORAJA,"

P A

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tangga).25 Juli 2024
SE S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHYANDI LOLO

'LEMPARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 3

TAHUN 2024
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.03.030.24 TANGGAL 25 JULI 2024
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